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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis bab sebelumnya maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 

Pertimbangan hakim dalam memutus pidana perkara nomor 

10/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pwr pada dasarnya telah mempertimbangkan 

prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak. Pemenuhan prinsip tersebut 

dilihat pada pemenuhan hak dasar anak yang mana dalam hal ini 

mengutamakan hak anak untuk berkembang dan mendapatkan perlindungan 

terkait kepastian hukum yaitu melalui pertimbangan hakim yang mana 

bahwa pelaku anak telah mendapat kepastian hukum melalui penjatuhan 

sanksi yang sesingkat mungkin pada pidana penjara selama 4 tahun yang 

didasari adanya Ultra Petita terhadap minimum khusus pasal 81 ayat (2) 

Undang-Undang Perlindungan Anak dan pelatihan kerja 3 bulan sesuai 

aturan di dalam pasal 78 ayat (2) dan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak serta pasal 12 ayat (2) KUHP. Perampasan 

hak anak untuk bebas merupakan upaya paling terakhir yang digunakan oleh 

hakim dan harus dilakukan untuk waktu yang sesingkat mungkin. Hakim 

memberikan kesempatan tanggapan putusan dan pelaku anak menerima 

putusan yang dijatuhkan terhadapnya, hal tersebut dilakukan hakim agar 

mencerminkan bahwa peran hakim dalam kepentingan terbaik bagi anak 

terpenuhi, selain itu agar mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum.
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Pada dasarnya memang pidana merupakan upaya terakhir karena gagalnya 

diversi sehingga tidak tercapainya restorative of justice, meskipun hakim 

dalam kasus ini telah memutus dengan seadil-adilnya demi memenuhi 

kepentingan terbaik bagi anak , alangkah baiknya dalam hal ini hakim 

masih harus memperketat pertimbangan terhadap putusan agar berkurang 

bahkan tidak terjadi lagi kasus serupa, karena apabila putusan berdasarkan 

pertimbangan hakim secara benar-benar obyektif tentu akan memberikan 

efek jera bagi pelaku dan memberikan pembelajaran yang lebih bagi 

masyarakat sehingga masyarakat akan berpikir kembali jika ingin 

melakukan tindak kejahatan. 

2. Bagi masyarakat terutama lingkup terkecil yaitu keluarga harus lebih 

memberikan kewaspadaan dan perhatian lebih terhadap para anak-anak 

terlebih anak-anak yang memasuki usia remaja, karena kurangnya faktor 

pengawasan dan lingkungan sekitar tentu berpengaruh besar terhadap 

pertumbuhan anak baik secara fisik maupun psikis artinya bahwa keluarga 

harus berperan aktif untuk saling mengingatkan dan memberi edukasi 

terkait tindakan baik dan buruk. 
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